
BUPATI I(LUNGKUNG

PROVINSI BT\LI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKU NG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

1

U.

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa uretuk melaksanakan ketentnan Pasal 245 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah KabupatenlKota yang
mengatur tentang RPJPD, RPJMD, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, Perubahan Ar-rggaran Pendapatan Belanja
Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh
Bupati / Walikota;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diajr-ikan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudein dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan dalarn
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta prioritas dan plafon anggaran yang disepakati
bersama antara pemerintah daerah dengan Deuran
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2 Desember 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu memt"rentul< Peraturan
Daerah tentang Anggaran" Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

c.



ii

iviengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahttn I958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenegar-a Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara lRepubiik lndonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tarnbahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor
16ss );

3. undang-Undang Nornor 30 Tahun 2oo2 tentang Kornisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negala Repubtik Inclonesia
Tahun 2oo2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepuLblik
Indonesia Nomor a25O);

4. undang-undang Nomor 17 Tahurn 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran l\egara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Nega'a Repr.rblik Indonesia
Nomor a286);

5' LJndang-undang Nomor r Tahurn 2004 tenta'g
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repr_rblik Inclonesia
Tahi,rn 2oo4 Nomclr 5, Tambaha' Lembarern Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4355);

6. undang-undang Nomor 15 Tahun 2ao4 te'tang pemeriksaa'
Pengeloiaan dan Tangguregjawab I(euangan Negara (Lembara'
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia Nornor aa00);

7. undang-undang Nomor zs rahu' zooq tentang sistem
Perencanaan pemba'gunan Nasionar (Lembara. w.gu."
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor ro4 , Tambahan
Lerrbaran Negara Republik Inclonesia Nomor aa}\;

B' undang-u'dang Nomor 33 Tahu' 2oo4 te'tang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahal Daerah
(Lembaran Negara Republik Inclo.esia Tahun 2004 Nornor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdonesia Nomor 4438) :

9. undang-undang Nomor 12 Tahun 2o1 | tentar-rg pembentukan
Peraturan Perundang-unda'gan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahnn 2o1r Nomor 82, Tambahan Lembaran N"g..o.
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. undang-undang Nomor 23 Tahun zor4 tentang pemerintatran
Daerah (Lembaran Negara Repr-rblik Indorresizr Tahun 2ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repr-rbrik i'cronesia
r\omor 556 i );

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10g 'l'ahr-rn 2000 tentang Tata
cara Pertanggungjar,vaban Kepala Daer-ah (Lembarar-, N"g"r"
Republik Indonesia Tahr-rn 2000 Nomor 2ag, Tambahan
Lembaran Negara Repr_rblik Inclonesia Nomor 40271 :



iii
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala f)aerah clan wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomclr 210,
Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indorresia Nomor- aa2g\ ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negar:a
Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor
27 Tahun 2oo7 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan
Perrrerintah Nomor 24 Tahun 2eo4 tentang Kecluciukan
Protokoler dan Iteuangan pimpinan clan Anggota De'uvan
Penvakilan Rakyat Daeratr (l.ernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oor Nomor 47 ,Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47I2);

14. Perat"uran Pemerintah Nomor' 23 Tahun 2005 rentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur-r 2oos Nornor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSO2);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahr-ur 200s tentang stanclar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Repnblik Indonesia Nomor a503);

16. Peraturan Pemerintah Nornor' 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah ( Lernbaran Nega'a Republii< Indonesia
Tahun 2005 Nomor" 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a57a );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahr-rn 200s tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repr-rblik lndonesia'r'ahr-rn
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahi-rn 200s tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lemtraran
Negara Republik Indonesia Nomor aS76);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahi-rn 2oos tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahlrn 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4578);



iv
27'Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahu' 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan penerapan standar perayanan
Mi'imal (Lembaran Negara Republik i'donesia Tahun 20oS
Nomor ]J!, rambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
t\omor +585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200s tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

23. Peraturan Pernerintah Nomor B Tahun zoa6 tentang peiaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemeri'tah (Lembaran NlgaraRepublik Indonseia Tahun 2006 Nomoi 2s, Tamba]ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6|fl ;

24.PeratLrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20a6
ten tan g Pedoman pen geloraan l(euan gan Daerah, sebagaimama
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2orr te'tang perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengeloraan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahur:r 2oor tentang
Pedoman Pengeiolaan Beianja pemilihan umum Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah sebagaimana terah diubah dengan
Peraturan vienteri lfalarn Negeri Nomor sz Tahu'2009 tenting
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4f
Tahun 2oo7 tentang pedoman pengeloraan Beranja pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil I{epala Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahr-rn 2011 tentangPedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial -van;Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2orrNomor 450)
sebagaimana telah cliubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahu' 2oL2 tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor- 32 Tahun 2orl
tentang Pedoman pemberian Hibair da' Bantuan sosial yang
Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Beranja Daerai
(Berita Negara Republik hedonesia Tahun 2012 Nomor 5ao);

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2ol4 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pe'dapatan dan Belanji
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2o14 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 32);

f-*
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Krungkung Nomor 3 Tahun 2o0gtentang urusan pemerintah Daerah ribupaten Klungkung(Lembaran Daerah Kabupaten Kiungkung Tahun 200g Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah KabupatJn Klungkung Nomor2l;

30. Peraturan Daerah Kabupate' Klungkung Nomor 5 Tahun 2o0gtentang pokok-pokok eengelolaai Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Krungkung Tahun 20oB Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah ltabupatJn Krungkung Nomora);

31. Peraturan Daerah I(abupaten i{rungkung Nomor g rahun 2oogtenta.g organisasi dan Tata k"ry" perangkat DaerahKabupaten 
. Klun€\r"e (Lembaran Daerah KabupatenKhrngkung Tahun 2008 Nomor g, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Klungkung Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kiungkung Nornor 6 Tahun 2o1o,tentang Rencana pembanglinan .lanfta panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahu n zoos-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 i.rorrro. 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Krungkung Nomor 5);
33. Peratllran Daerah Kabupaten Iflungkung Nornor 3 Tahun zor4tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah DaerahKabr-rpaten Klungkung Tahun 20 ts-zo1B (Lembaran DaerahKabupaten Krungkung Tahun 2or4 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Klungknng Nornor 3);

Dengan persetujuan Bersarna

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
dan

BUPATI KLUNGKUNG

MBMUTUSKAN :

KLUNGKUNG

MenetapKan : PBRATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan clan Beianja Daerah Tahun Anggaran 201s terdiri atas :

Rp. 838.871.569.611,66

Rp. 912.707.523.258,15
Surplus/(Defisit)Rp. (73.83S.9 53.646,4g)

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

-+#



Pembiayaan Daerah ;

a. Penerimaan pembiayaan Daerair
b. Pengeiuaran pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. g9.563.450.542,0g
b. Dana perimbangan Rp. ss7.237.slo.6s2,oo
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 1g2.oro.60g.417.sg

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksucr pacla ayat (1) hurruf a
terdiri dari jenis penclapatar:r:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c, Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pacia
dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil Rp.
bukan pajak

b. Dana alokasi Llmum

c. Dana aiokasi khusus

Rp. 76.270.953.646,49

Rp. _ 2.37S.000.000,00

Rp. 73.835.953.646,a9

(1)

(2)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

I 7.038.900.o00,00

19.609.138.550,00

B. 101 .503.079, 1B

44,913.909.9 12,9O

ayat (1) huruf b terdiri

18.650.569.652,00

484.5+1.151.000,00

54.O45.790.000,00

Rp.

Rp.

(4) Lain-lain penclapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada a5za1
(1) hun-rf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil pajak clari provi'si Rp. 7g.500.340.94g.s8
dan pemerintah Daerah Lainnya

vil-



Belanja Tidak Langsung sebagaimana crimaksud pacra ayat
terdiri dari jenis belania:

Belanja Daerah sebagaimana
a. Belanja Tidak langsung
b. Belanja Langsung

a. Belanja pegawal

b. Belanja bunga

c. Belanja subsidi

d, Belanja Hibah
e. Belanja bantuan sosiai
f. Belanja bagi hasil
g. Belanja bantuan keuangan
h. Belanja tidak terduga

Rp. 98.167.267.469,OO

Rp. 1s.4O3.OO0.O0O,OO

Pasal 3

dimaksucl clalam pasal 1 tercliri dari :

Rp. S9Z.ZBg.006.187,1S

Rp. 314.918.51 7.ATI,OO

(1) huruf a

b.

C,

Dana penyesuaian

Khusus

Bantuan Keuangan
Pemerintah Daerah

dan Otonomi

clari Provinsi atau
Lainnl.s

(1)

t2)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

490.736.393.550,83

0,00

0,00

37.993,734.400,00

1 .662.500.000,00

7 .447 .240.574,O4

59.649.137 .662,28

300.000.000,00

( 1) h uruf b terdiri clari

r4.046.906.956,00

175.184.539.052,00

125.696.071 .063,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
jenis belanja :

a. tselanja pegarvai

b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja Mocial

Pasal
Belanja Tidak Terdr,rga sebagaimana
huruf h adalah untuk pendanaan
mendesak.

/l

dimaksr_rd clalam pasal 3 ayal. (2)

keadaan clarurat clan keadaan

Rp.

Rp.

Rp.

(1)

-



viii(2) Kead,aan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penanggulangan bencana yang disebabkan oleh peristir,va yang
mengancam dan mengganggu kehidLrpan dan peng-hidupa' masyarakat
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor man u sia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan iingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) acrarah program
da' kegiatan perayanan dasar masyarakat ya'g anggarannya berum
tersedia dalam tahun anggaran berjalana' dan keperluan mendesak
lainnya, yang apabila clituncla pelaksanaan akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah da' masvarakat,

Pasal 5
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

a. Penerimaan pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran pembiayaan Daerah

Pencairan dana cadangan

Hasii penjualan kekayaaan daeratr yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian

pinjaman

Rp.

Rp.

Rp. 75.835.953.646,49

Rp. o,oo

Pasal 1 terdiri clari :

76.210.953.646,49

2.375.000.000,00

0,00

0,00

0,00

375.000.000,00

0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ienis
pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SILpA)

b.

c.

d.

e.

Rp.

Rp.

Rp.
f. Penerimaan kembali penyertaan modal

pemerintah daerah Rp.
g. Penerirnaan piutang daerah Ro,



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan Modal/ Investasi pemerintah

daerah

Pembayaran pokok utang
Pemberian pinjaman daerah

ix
(1) huruf b terdiri clariayat

c.

d.

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

2.375.000.000,00

0,o0

o,o0

Pasal 6
uraian lebih lanlut Anggaran Pendapatan dan Belarla Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal r., tercantum daram lamprran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2' Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan pernerintahan Daerah

dan Organisasi;
3' Lampiran III Rincian APBD menurut urLlsan pemerintahan I)aerah,

Organisasi, pendapatan, Belarya dan pembiayaan;
4' Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pernerintahan

Daerah, Organisasi, program dan Kegiatan;
5' Lampiran v Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

Keterpaduan Urusan pemerintahan Daer-ah dan Fungsi
dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran vl Daftar Jumlah pegawai per Gorongan da' per Jabata'
Lampiran vII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran seberumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

B' Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obrigasi daerah

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran penclapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20rs sebagai randasan operasronal
pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

6.

7.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201s
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan.gan peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ifluregkung.

Ditetapkan di Semarapura
Desember 2Ol4

GKUNG,

UWIRTA

Diundangkan
pada tanggal

di Semarapllra
30 Desember 2014

PLT. SE S DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

AH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2OI4 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI
(6 /2or4)

LE

prys



Lampiran I peraturan Daerah
l{omor : 6Tahun20l4
Tanggal : 30 Desember 2014

PEMERTNTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGAMN 2015

1

1.1
11r
1.t.2
1t?

1.1.4
1.2
L,Z,!

L,Z,Z

L.2.3
.l .J

1.3.3
1.3.4
1?q

2

2,1
2.1.1
2.1.4
2.1.,)
z.t.o
2.t.7
2.1.8
2.2
2.2.r
2.2.2
2.2.3

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASII DAERAH

Pendapatan pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil pajak/Bagi Hasit Bukan pajak

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya

BELANJA

BELANJA TIDAK TANGSUNG

Belanja pegawai

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan lasa
Belanja Modal

suRPrus / (DEFTSTT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMMN PEMEIAYAAN DAEMH
Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah Daerah

PEMBIAYMN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGAMN TAHUN BERKENAAN

99 :I 9.1 : L1 9.:1L?1 9,9.

17.038.900.000,00

19.609.138.550,00

8,101,503.079,18

44.813.908.912,90

557.237.510.652,00

18.650.569.652,00

484.541.15 1.000,00

54.045.790.000,00

192.070,608.417.58

78.500.340.948,58

98.167.267.469,00

I 5.403.000.000,00

490.736.393.550,83

37.993.734.400.00

1,662.500.000,00

7.447.240.574,04

59.649.L37.662,28

314.918.517.071,00

14.046.906,956,00

175.184.539,052,00

1 25.687.071.063,00

76.21Q.953.646,49

75.835.953.646,49

375.000.000,00

2.375.000.000,00

2.375.000.000,00


